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4. Undang ... 2 

BUPATI BUNGO, 
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 hurul 1 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
Pemerintah Kabupaten Bungo memberikan bantuan 
keuangan melalui Program Gerakan Dusun Membangun 
(GDM) dalam upaya percepatan pembangunan Dusun; 

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Gerakan Dusun 
Membangun (GDM) sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
perlu disusun Pedoman dan Petunjuk Teknis; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Program 
Gerakan Dusun Membangun (GDM) Kabupaten Bungo; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembehtukan 
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah 
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan 
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2755); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
egara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran egara Republik Indonesia 5495); 
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13. Peraturan ... 3 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 ten tang 
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 1037); 

9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 ten tang Penyebutan 
Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun 
Menjadi Kampung (Lembaran Da.erah Ka.bupaten Bungo Tahun 
2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan 
Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun 
Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 
2009 Nomor 2); 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 8 ); 

11. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengadaan 
Barang/ Jasa di Dusun Dalam Kabupaten Bungo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2014 Nomor 46); 

12. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kewenangan 
Du sun berdasarkan Hak Asal U sul dan Kewenangan Lokal 
Berskala Dusun di Kabupaten Bungo (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 7); 

· dang. iomor 23 Taaun rang Pemerintahan 
Daerah il.embaran 1 ·egara Rep b:.ik donesia Tahun 2014 
Ioraor 244 Tambahan Lembaran .. iegara Republik Indonesia 

. · omor 558 7), se bagaimana telah be berapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717); 



:. 3. Badan .. .4 

::Ja.a:-:-: Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
Daerah adalah Kabupaten Bungo. 
?emerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang 
rnenjadi kewenangan Daerah otonom. 
3upati adalah Bupati Bungo. 

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dusun Kabupaten Bungo; 
o. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD 

adalah organisasi Pemerintah Daerah yang mengelola keuangan dan aset 
Daerah; 

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 

1. Ca.mat adalah Kepala Kecamatan; 

Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan 
dil ormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintahan Dusun adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Repu blik Indonesia. 

· . Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu perangkat dusun sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Dusun. 

:. :.. ;co adalah Kepala Pemerintahan Dusun yang dipilih oleh masyarakat Dusun 
ecara langsung. 

::..:. Perangka D sun acialah unsur pembantu Rio yang terdiri dari sekretariat, 
oe.aksana ·ec...:s dan ur sur kewilayahan. 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK 
TEKNIS PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN (GDM) 
KABUPATEN BUNGO. 

.• enetapkan 

MEMUTUSKAN: 

· . Peraruran Bupati . ·omor · ' Tahun 2016 tentang 
Pende egasian Kewenangan Bupati Dalam Evaluasi 
Rancangan Peraturan Dusun tentang Anggaran Pendapatan 
Dan Be anja Dusun dan Rancangan Peraturan Dusun tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Perubahan Kepada 
Camat (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 
Nomor 11); 

14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 
2016 Nomor 20). 



Pasal 2 ... 5 

Bagian Kesa.tu 
Sumber Dana GDM 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

I ~. Badan Perre usya aratar; Dusun yang selanjutnya di · ngxat BPD adalah lembaga 
_-a.-ig mer .... pakaz, pe • ...:~ ..... can demokrasi dalam penye enggaraan pemerintahan 
cusun sebaga; unsur penyelenggara pemerintahan dusun. 

· - . Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dusun adalah Rio yang karena 
jabatann -a mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan 
pengelolaan keuangan dusun. 

:.5. Sekretaris Dusun yang selanjutnya disingkat Sekdus adalah koordinator 
pelaksana teknis pengelolaan keuangan Dusun. 

::. 6. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun yang selanjutnya disingkat 
PTPKD adalah unsur perangkat Dusun yang membantu Rio untuk 
melaksanakan pengelolaan keuangan Dusun. 

: - . Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai bidangnya. 
• . Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

· 9. Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 
Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Dusun 
(BPD). 

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dusun yang selanjut disingkat 
RPJMDus adalah rencana kegiatan pembangunan Dusun untukjangka waktu 6 
.enam) tahun; 

2 . Rencana Kerja Pemerintah Dusun yang selanjut disingkat RKPDus adalah 
penjabaran dari rencana kerja pembangunan pemerintah Dusun untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun yang selanjutnya disingkat APBDus 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Dusun, dan ditetapkan 
dengan Peraturan Dusun; 

23. Rekening Kas Dusun adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah 
Dusun yang menampung seluruh penerimaan Dusun dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Dusun pada Bank yang ditetapkan. 

2~. Gerakan Dusun Membangun yang selanjutnya disingkat GDM adalah program 
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Dusun sebagai stimulus percepatan 
pembangunan di Dusun dalam rangka menuju Bungo Maju dan Sejahtera. 

_5_ Fasilitator Kabupaten yang selanjutnya disingkat Faskab adalah orang yang 
dirunjuk untuk melaksanakan pendampingan, meneliti desain dan RAB, 
:::elakukan evaluasi, supervisi dan memberikan rekomendasi persetujuan 
ternadap pelaksanan GDM. 

_ ~- Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian 
rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan GDM yang dibuat oleh kepala 
seksi sesuai dengan beban kerjanya. 



Bagian ... 6 

:---: me akukan tugas pembinaan dan pengawasan Dusun. 
- · aan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk 
L.Joe:;. ............. an iasilitas · can konsultasi. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Tim Evaluasi Di Kecamatan 

Pasal 6 
disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Dusun 

Bagian Kesatu 
Penyaluran Dana GDM 

BAB III 
PELAKSANAAN GDM 

clitetapkan di dalam RKPDus tahun bersangkutan. 
~.::.:::::.:::,- _ rig dapat clibiayai oleh GDM adalah bidang pembangunan dusun dan 
---------5 pemberdayaan masyarakat dusun. 

Pasal 5 

Bagian Keempat 
J enis Kegiatan 

- - - G _ 1 yang diterima oleh setiap dusun untuk tahun anggaran 2017 
. ~ao.ooo,- (seratus lima puluh juta rupiah). 

Pasal 4 

Bagian Ketiga 
Alokasi Dana 

adalah seluruh dusun dalam Kabupaten Bungo dengan asas 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Penerima 

agaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindah bukuan 
- rig Kas Umurn Daerah ke Rekening Kas Dusun. 

rnerupakan pendapatan transfer Dusun yang cliberikan oleh 
- Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Bungo yang bersifat 

Pasal 2 



Pasal 13 ... 7 

___ j_- Teknis GD. sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang 
~-sa:-~ dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

;.=...--.·---=:=- dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
Organisasi Perangkat Daerah) teknis. 

Pasal 11 
-.,--=-..: zaelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

clikelola berdasarkan asas transparan, ak:untabel, partisipatif 
dengan mematuhi tertib dan disiplin anggaran. 

___,. ... -------=-=- xeuangan GDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam 
- . ..: tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 

esernber. 
~-----.. .... pengelolaan GDM dilaksanakan dengan berpedoman pada asas 

=- sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal 10 

BAB IV 
ASAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN 

PERTANGGUNGJAWABAN GDM 

____ ........__, - -- ~ ::::endapatkan honorarium dan tunjangan lainnya yang besarannya 
zepurusan bupati. 

- -ed._dukan di tingkat Kabupaten yang berperan sebagai pendamping 

Pasal 9 

Bagian Keempat 
Faskab 

Pasal y 

Bagian K e cga 
~:- Koor : as· :.:-:._," .,._., .. "' . .. .. ·~..J-~ ..... 



H. RIDWAN IS. 
~RAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR 5 

~ -~:.....c..::::gkan di M uara Bungo 
- = tanggal ~ - :J - J.© n- 
=~---~~s DAERAH KABUPATEN BUNGO, 

I BUNGO, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
pada tanggal, \ t-r - ~ - 201 7 

ai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
- ==.:::.:- _ tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo. 

Pasai :3 



Dalam ... 2 

TAR BELAKANG 
Kao .... paten Bungo memiliki persoalan kemiskinan dan penggangguran. 
:--· 

0=:...skinan di Kabupaten Bungo dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu 
.=:slrinan alamiah, kemiskinan struktural, dan kesenjangan antar wilayah. 

:- rsoaian penggangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan 
:: mane kerja bagi angkatan kerja di perdesaan. Upaya untuk 
menanggulanginya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang 

imensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan 
-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. 

; tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional 
• _ - cerdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri 

- · esaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus 
- = - Dusun tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk 
zaezaercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan . 

endekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari 
•. zram Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. 
3""DP:apa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan 
:- - capatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, 
serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. 
:.,::::..2:1 dengan itu Pemerintah Kabupaten Bungo mulai Tahun Anggaran 

. rnenyelenggarakan PROGRAM GERAKAN DUSUN MEMBANGUN (GDM) 
_ az, sumber dananya dari APBD Kabupaten Bungo. 

GD. adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat 
-- • ... :i perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar 
- - _ rarakat. Kemandirian berarti mampu mengorgan1sir diri untuk 
zaemobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses 
:· - oer daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya terse but 

- -~ mengatasi masalah kemiskinan. 
_ ·,· GD 1 adalah: 
I] peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; 
- ~ embagaan sistem pembangunan partisipatif; 
~ pengef ektifan fungsi clan peran pemerin tah lokal; 
- per · gkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan 

.:::,: onorni masyarakat; 
:--::g~::::: angan aringan kemitraan dalam pembangunan. 

BAB I 
KEBIJAKAN POKOK 

DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PROGRAM 
GERAKAN DUSUN MEMBANGUN (GDM) 

KABUPATEN BUNGO 

•• J rK TEK:ilS PELAKSA.:.A..: . ?ROGR~ GERAKAl~ DUSUN 
h:ABGPATE BU GO 



Prinsip ... 3 

PRINSIP DASAR 
- esuai clengan Pecloman Umum, GDM mempunyai prinsip atau nilai-nilai 
dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan 
keputusan maupun tindakan yang akan diambil clalam pelaksanaan 
rangkaian kegiatan GDM. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu 
me dorong terwujudnya tujuan GDM. 

KELUARAN PROGRAM 
:erlembaganya sistem pembangunan partisipatif di dusun. 

- :erjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan clusun dalam 
memf asilitasi pembangunan patisipatif 

berfungsi clan bermanfaatnya hasil kegiatan GDM bagi masyarakat 
- terbentuk clan berkembangnya kerjasama antar dusun dalam pengelolaan 

pernbangunan 
:erjaclinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku 
kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perclesaan. 

engembangkan kapasitas pemerintahan dusun clalam menfasilitasi 
pengelolaan pembangunan partisipatif 

- -enyediakan prasarana sarana sosial dasar clan ekonomi yang 
· prioritaskan oleh masyarakat 

_ rnendorong terbentuk clan berkembangnya kerjasama antar dusun 

mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya 
penanggulangan kemiskianan perclesaan. 

clengan 

- -: -.-. khususnya meliputi: 

meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat 
· skin dan a tau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan 

perencanaan, pelaksanaan clan pemantauan pembangunan. 
e .. embagakan pengelolaan pembangunan partisipatif 

mendayagunakan sumber daya lokal 

- - -- Umum GDM aclalah meningkatkan kesejateraan clan kesempatan 
: - raasyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian 

- - ;:- pengambilan keputusan clan pengelolaan pembangunan. 

rangxa rnencapai visi dan misi GD stra egi ·ang d.ikembangkan 
_ .aitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, 

-,e- ...... catkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan 
re zabagaan kerja sama antar dusun. Berdasarkan visi, misi, dan strategi 

_ dikembangkan, maka GDM lebih menekankan pentingnya 
-:- 2=ie::-ca_·aan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui GDM diharapkan 
- ;: __ .arakat dapat menuntaskan tahapan pemberclayaan yaitu tercapainya 
=.-....,=== ...... dirian dan keberlanjutan. 



Pendapatan ... ti 

PENDANAAN 
ana GD~ I merupakan pendapatan transfer Dusun yang diberikan oleh 

Pemerintah Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Bungo yang 
cersifat kh SUS. 

Sasaran GDM meliputi 141 Dusun pada 16 kecamatan dalam Kabupaten 
Bungo. 

·e1ompok Sasaran: 

a. Pemerintahan Dusun; 
Lembaga dan Kelompok Masyarakat Dusun; 
Masyarakat Dusun. 

e iputi: 

Bertumpu pada pem.bangunan rr..anusta. Pengertian prinsip bertumpu 
oana pembangunan manusia adalah masyarakat hendaknya memilih 

iatan ·ang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan 
manusia dari pada pembangunan fisik semata; 

. Otonomi. Pengertian prinsip otonomi adalah masyarakat memiliki hak 
- kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, 

canpa intervensi negatif dari luar; 

Desentralisasi. Pengertian prinsip desentralisasi adalah memberikan 
-..:a...-:g yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan 
~ -:bangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari 
?""-erintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat; 

Berorientasi pada masyarakat miskin. Pengertian prinsip 
rientasi pada masyarakat miskin adalah segala keputusan yang 

- · arabil berpihak kepada masyarakat miskin; 

e. Partisipasi. Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan 
- .. cara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan 
peagawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan dan 

.aksanaan kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, 
ata - dalam bentuk materil; 

esetaraan dan keadilan gender. Pengertian prinsip kesetaraan dan 
ceadilan gender adalah masyarakat baik laki-laki dan perempuan 

- empunyai kesetaran dalam perannya di setiap tahapan program dan 
ca.am menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga 
.. -;;'am pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik; 

. Demokratis. Pengertian prinsip demokratis adalah masyarakat 
mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat; 
Tran.sparansi dan Akuntabel. Pengertian prinsip transparansi dan 
akuntabel adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi 
can proses pengambilan keputusan sehinggan pengelolaan kegiatan 
oapa dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan 
baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif; 

Priori.tas. Pengertian prinsip prioritas adalah masyarakat memilih 
kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan 
dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan; 



6. Pengajuan ... 5 

·e entuan umum penggunaan dana GDM meliputi: 
Setiap pengeluaran belanja atas beban dana GDM harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 
Bukti sebagaimana dimaksud di atas harus mendapat pengesahan 
oleh Sekretaris Dusun atas kebenaran material yang timbul dari 
penggunaan bukti dimaksud. 

3. Pengeluaran Dusun yang mengakibatkan beban dana GDM tidak dapat 
d.ilakukan sebelum rancangan peraturan Dusun tentang APB Dusun 
ditetapkan menjadi peraturan Dusun. 
Pelaksana Kegiatan membuat do1..-umen Surat Pennintaan Pembayaran 
(SPPI kepada Rio. 

o, Sura Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh diajukan sebelum 
barang danj atau jasa diterima, 

PE GGUNAAN DANA 

RPJMDus J RKPDus J ~ Camat <bn Timnya MengevaluHi ~ 
Rancangan APBDus (Peruntukan 

Dana GDM d!Se5Ualkan dgn 
peraturan ygberlaku) . 

Rio Melaporkan Realisasi Kegiatan GDM 
kepada Bupati c.q Kepala Dinas PMD 

melalui Camat 

Pelaksanaan 
Kegiatan GDM 

_____ ...,. """1binaan clan hnpwasan dari lnspektont, Camat serta lfl-Kab. 
( Tindalt lanjut dm -n hasil pemfflksaan t"""'4rtorat bt!rupa: 

rela>mendHi Po,nundaan P.,nyaluran 111,pada Ko,pal.a OiDilS PMD sampai 
terbltnya sum IM'flY"'lesaian temuan J 

2 Tffia!P l'enyalunn: [ ) llendahani melalrukan 
--- 1. Tahopl :50%... RekeningKas Dusun ·-- pencalr.lndlrek.Kas ---. 

______ _, 2. Twp II: 5°" · · Dusun bo,nlasartcan SPP • 

SKEMA PENYALURAN DANA GDM 

AL URAN 
enyaluran dana GDM dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu tahap I 

- oesar 50 % {lima puluh perseratus) dan tahap II sebesar 50 % (lima 
perseratus). 

Pendapatan transfer Dusun merupakan pemindahbukuan dari Rekening 
as Urnum Daerah ke Rekening Kas Dusun. 

kasi dana GDM ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tahun 
anggaran 2017 setiap Dusun sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima 

a juta rupiah). 

- .. - 
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Partisipasi Masyarakat 
. ~a.syarakat Dusun berhak berpartisipasi dalam perencanaan, sebagian 
dari pelaksanaan dan pengawas kegiatan GDM. 
Dalarn hal pengawasan, apabila terjadi penyimpangan, masyarakat 
-&> - ui BPD berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Dusun 
seoagai pe.axsana GD~ f. Pemerintah Dusun wajib menindaklanjuti 

ras _ -arg disampaikan oleh BPD. 

Pera.n Pemerlntah Dusun 
Pemerintah Dusun sebagai penerima dana GDM adalah sebagai 
perencana, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan GDM. Dalam hal 
.:::e!aksanakan perencanaan, sebagian dari pelaksanaan, Pemerintah 
_....:sun wajib melibatkan masyarakat Dusun, sebagian dari pelaksanaan 
- a ksudnya adalah kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan oleh kepala 

xsi seorang diri, wajib melibatkan lembaga masyarakat atau 
rr a syarakat dalam pelaksanaannya. 

~tei1t-i.;!.a-n dasar GDM merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang digunakan 
- - =- ~ • acuan bagi masyarakat dan pelaku lainnya dalam melaksanakan 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 
::- ggungjawaban. Ketentuan dasar GDM dimaksudkan untuk rnencapai 

_ -- ecara lebih terarah. Ketentuan dasar meliputi: 

BAB II 

KETENTUAN DASAR GDM 

- Pengajuan Sura Permintaan Pembayaran SP juga diserta.i dengan 
Pernyataan tanggungjawab belanja dan bukti transaksi berupa 
kwitansi tagihan. 

- Terhadap Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Sekretaris Dusun wajib: 

a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh 
Pelaksana Kegiatan; 
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban dana GDM 
yang tercantum dalam Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 
menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Pelaksana 
Kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Dusun, Rio 
menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan 
pembayaran. 
Bendahara melakukan penarikan di rekening kas Dusun 
cerdasarkan SPP, dengan paling lama 2 (dua) hari setelah penarikan 
oendahara harus segera membayarkan sesuai SPP. 

- 3endahara Dusun sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan 
caiak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 
oaiak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan 
..:::e·entuan peraturan perundang-undangan. 
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enis Kegiata.n 
-egiar.a.n yang dapat dibiayai melalui GD. adaJah sebagai berikut: 

B"Ga...."1.g pembangunan Dusun, meliputi: 
Pelayanan dasar Dusun, meliputi: 

a. Pengembangan pos pelayanan kesehatan (polindus); 
.J. pengembangan tenaga kesehatan Dusun; 
c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui: 

1) layanan gizi untuk balita; 
2) pemeriksaan ibu hamil; 
3) pemberian makanan tambahan pendamping ASI; 

4) penyuluhan kesehatan; 
5) gerakan hidup bersih dan sehat; 
6) penimbangan bayi; 
7) gerakan sehat untuk lanjut usia; 

8) insentif kader /kelompok kerja posyandu. 
d. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini; 
e. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar sern 

budaya, dan perpustakaan Dusun; dan 

I, fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di 
Dusun . 

..., Sarana dan prasarana Dusun,meliputi: 

a. pembangunan dan perneliharaan kantor dan balai Dusun; 
b. pembangunan dan pemeliharaan jalan Dusun; 
c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
d. pembangunan dan pemeliharaanjalan perkebunan; 
e. pembangunan dan pemeliharaan embung Dusun; 

f. pembangunan energi baru dan terbarukan; 
g. pengelolaan pemakaman Dusun dan petilasan; 

h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 
1. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Dusun; 
J. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 
k. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Dusun; 
1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana olah 

raga; 
m. pengadaan tiang listrik beserta aksesoris dan fasilitas 

penerangan jalan dusun; 
n. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran 

untuk budidaya perikanan; 

o. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Dusun; dan 
p. pengadaan sarana dan prasarana daur ulang sampah dan 

penge ... olaan sampah terpadu; 
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3. Pengerabangan ekonom.i okal Dt ... sun melipi .... ti: 
a pembangunan dan pengelolaan pasar Dusun dan kios Dusun; 
o. pengembangan usaha mikro berbasis Dusun; 
c. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Dusun; 
d. pembangunan dan pengelolaan keramba, keramba jaring apung 

dan kolam; 
e. pengembangan benih/bibit lokal; 

pengembangan temak secara kolektif; 
g. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 

pendirian dan pengelolaan Badan U saha Milik Dusun 
(BUMDus); 

1. pengembangan wisata Dusun di luar rencana incluk 
pengembangan pariwisata Daerah; dan 

J. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian 
clan perikanan (industri rumahan); 

::: enis kegiatan pemberdayaan meliputi: 
· pengembangan seni budaya lokal; 

pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga 
kemasyarakatan clan lembaga adat; 

3 fasilitasi kelornpok-kelompok masyarakat melalui: 
a. kelompok tani (pertanian, perkebunan, perikanan, petemakan); 
b. kelompok seni buclaya clan olah raga; dan 
c. kelompok masyarakat lain di Dusun . 

.!. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader 
pembangunan dan pemberclayaan masyarakat; 

o. peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan usaha 
ekonomi Dusun; 

6. pendayagunaan teknologi tepat guna; 
peningkatan kapasitas masyarakat melalui: 
a. kader pemberdayaan masyarakat Dusun; 
b. kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK); 
c. kacler bina keluarga balita (BKB); 
d. kader keluarga berencana (KB); 
e. kelompok usaha ekonomi produktif; 
f. kelompok perempuan; 
g. kelompok pengajian; 
h. kelompok tani; 
1. kelompok masyarakat miskin; 

kelompok pengrajin; dan 
K. kelompok/ sanggar belajar pusat kegiatan belajar masyarakat 

PKB~ . 

-7- 
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. r.s;,~~v DI DUSUN 
• aku di dusun adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan 
- - ~ pe aksanaan GDM di dusun. Pelaku di dusun meliputi: 

:?.!:::::e.:--.:ruu Dusun dan masyarakat adalah pelaku utama GDM pada tahap 
---~---=,- ::i ., pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan pelaku-pelaku yang ada di 

kabupaten dan seterusnya berfungsi sebagai fasilitator dan 
__.__.__._.~ ... ·- ..... g agar tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur dan mekanisme GDM 
-·---~=-C..: can dilaksanakan secara benar dan konsisten . 

BAB III 
PERAN PELAK.U-PELAKU 

,.;,,;:.__...::,~. adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan ~=~ pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di 
- =- GDM. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung 

- ab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan GDM. 
_ - :. : dapat berupa: 

sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan 
pe undan-undangan yang berlaku; 
sanksi program adalah penundaan penyaluran bantuan apabila dusun 
_ ang bersangkutan menyalahi wewenang, penyimpangan prosedur, 
_::-= a o: menyelesaikan kegiatan baik kegiatan fisik maupun penyelesaian 
a iministrasi kegiatan. 
dampingan 

"":::enntah Dusun dan masyarakat dalam melaksanakan GDM 
=e::c:apatkan pendampingan dari Faskab. Peran pendampingan ditujukan 
- == s-- penguatan a tau peningkatan kapasitas Pemerintah Dusun dan 
--52-arakat dalam melaksanakan kegiatan GDM di Dusunnya. 

_- tan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan 
sebagai konservasi alam; 
-- atan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai; 

giatan penambangan emas tanpa izin; 

- -- ban gun an/ rehabilitasi bangunan temp at ibadah; 
mbiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia 

elr.anisme kegiatan 
_- :an yang didanai oleh GDM ada1ab kegiatan yang telah tertuang 

- :: - RP ~ {Dus, RKPDus dan APB Dus. 
- ............. Kegiata.n yang Dilarang (Negatif List) 

egiatan yang tidak boleh didanai melalui GDM adalah sebagai 
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fasiiitasi sinkronisasi perencanaan 
::-'" :nbangunan Dusun; 
fasilitasi penetapan lokasi pembangunan dan koord.inasi pelaksanaan 
• ernbangunan kawasan perdesaan di wilayahnya; 

pembangunan daerah dengan 

-ar,u:i,, . .., DI KECAMATAN 
melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan GDM di 

n-dusun di wilayah kerjanya. 
_ - binaan dan penga wasan dilakukan melalui : 

fasilitasi dan evaluasi penyusunan RAPBDus; 
fasi itasi pengelolaan keuangan GDM; 

·:_ ompok masyarakat adalah kelompok yang terlibat dan mendukung 
kegiatan GDM, baik kelompok sosial, kelompok ekonomi maupun 
ce.ompok perempuan, yang termasuk sebagai kelompok masyarakat 

.:::.sam ·a kelompok arisan, pengajian, kelompok ibu-ibu PKK, kelompok 
saha ekonomi, kelompok pengelola air, kelompok pegelola pasar 

':.:sun dsb. 

. aksanaan GDM, BPD berperan sebagai lembaga yang 
~--- c.. • proses dari setiap tahapan GDM di Dusun, termasuk 
.--.......--"_-=a.:-aa.'1. Selain itu juga berperan dalam melegalisasi atau 
--"",-..:::- akan Peraturan. 
_....,,_....._ Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun (PTPKD) 

- - - - melaksanakan pengelolaan keuangan Dusun dibantu oleh 
, ....... ----.. _ ·a..,g terdiri dari Sekretaris Dusun, Kepala Seksi yang 
_ _...._._-_;:-~"!gi dan Bendaharawan Dusun, yang bertugas : 

- cretaris Dusun sebagai koordinator; 
- oa.a Seksi sebagai Pelaksana Teknis Kegiatan; dan 

~"""-daharawan Dusun sebagai penatausahaan keuangan . 
.............. ~ .... dan Kelompok Masyarakat 

,...........,._,~na kegiatan yaitu kepala seksi dapat dibantu oleh masyarakat 
melaksanakan kegiatan, termasuk pengadaan barang/ jasa Rio 

-=-::...::~UK TPK yang terdiri dari 1 (satu) orang kepala seksi dan 2 (dua} 
-:--=-; kader masyarakat. 
· - .:.e- rnasyarakat yaitu masyarakat yang tergabung dalam lembaga 

azau xe ompok masyarakat di Dusun. 
:.0:::~aga masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat 
,_, -S'...m yang diakui oleh Pemerintah Dusun, baik itu lembaga 
pernberdayaan, lembaga adat, lembaga pendidikan dan lain-lain 
seienisn ·a. - - 

~~ .seioa.1~ oe egang -..asaar: • gelolaan keuangan 
xe caraa serta keberhasilan pelaksanaan 

- . Bersama BPD, Rio menyusun peraturan dusun yang 
e .... dukung erjad.in ·a proses pelembagaan, prinsip dan 

GD.1 sebagai pola pembangunan partisipatif, serta 
:=:e::~, :::.a....~:;ar.. aset GDM yang telah ada di dusun. 
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h.slcab 
Faskab terdiri dari 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang koordinator 
-- · itator dan 3 (tiga) orang fasilitator. 

Faskab dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 2 (dua) orang 
- .. - ...aga operator komputer. 

-=-a.~b berkedudukan di tingkat Kabupaten yang berperan sebagai 
.. idamping dan sebagai supervisor. 
--= askab clan tenaga operator komputer ditunjuk dan ditetapkan dengan 
Kepurusan Kepala Dinas. 
T ugas Fasilitator Kabupaten: 
c... mensosialisasikan Program GDM; 

membantu dan memberikan bimbingan pada pelaku-pelaku di 
tingkat Dusun; 
rneneliti desain dan RAB; 
memberikan rekomendasi terhadap kelayakan desain dan RAB; 

e. ::::nelakukan supervisi kegiatan; 
memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan pelaksanaan 
kegiatan; 

::,· rnenyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan 
secara rutin pada Bupati melalui Kepala Dinas PMD; dan 

zne eriksa laporan dan bukt:i pertanggungjawaban Rio dalam 
rnela xsanaxan Program GD . 

.. valuasi. 

- --:- · merupakan Pembina Program GDM. 

Koordinasi GDM Kabupaten 
oorclinasi bertugas mengkoordinir pelaksanaan kegiatan GDM, 

_ -- ~ .... erfungsi melakukan: 

rdinasi; 

:a..si:.itasi; 
cernantauan: dan - ' 

usun;dan 
-c.. ..................... rixan surat pengantar terhadap permohonan penyaluran dari 

- - meneliti kelengkapan dan kebenaran bahan pengajuan. 

=___.~· oerbentuk bantuan konsultasi dan pembinaan. 
· si Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kepala Seksi Tata 

~=:1'::c..::.-:.a_-:.a.."1 membantu camat dalam melakukan fasilitasi, pengawasan 
.. inaan GDM; 

canaan pem bangunan partisipatif; 
program dan pelaksanaan pemberdayaan 

- ga ernbaga 
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.~..l/w,U.CANAAN 
canaan dibagi atas: 

Renew RPJMDus 
.aitu rnengevaluasi RPJMDus, agar GDM dapat diakornodir kegiatannya 

didalam RPJMDus. 
- egiatan ini wajib bagi seluruh Dusun dengan difasilitasi oleh Dinas, 

Faskab dan Camat. 
?enetapan Perbup tentang Kegiatan GDM. 
Penetapan Perbup tentang Kegiatan GDM, bertujuan untuk rnemberikan 
arah yang jelas dalam penggunaan dana GDM, sehingga pernbangunan 

apa dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan visi dan rnisi 
3 pari, juga dapat dirasakan manfaat dan gaungnya oleh masyarakat. 

KEPALADPMD 
MENGELUARKAN 

REKOMENDASI 
PENYALURAN 

RIO l\fENGAJUK.~. 
PERMOHONAN 

PENY ALURAJ DANA 
GDM(DGN 

PENGANTARCAMAT~ 

KEPALA BPKAD 
MENERBITKAN 

SP2D 

Bendahara 
mengarnbil uang dari 
rek. leas Dusun sesuai 

SPP 

Ins 
D 

Camat 
FA 
me 
pen 
pel 

SPP diverifikasi 
oleh Sekdus dan 

disetujui oleh Rio 

PENET APAN APBDUS 

Menyusun Camat 
RAPBDus ~ Mengevaluasi 

(menganggarlran kegiatan RAPBDus 
GDMlcc dalam RAPBDus) 

! 
Rio Menetapkan Rio memperbaiki 

APB Dus I+- RAPBDus sesuai 
evaluasi Camat 

(iikaada) 

I ll FAS-KAB memberihn surat 
pektorat, kdayakan Dcsmn & RAB 
PMD, lL & Fas-Kah 
S-KAB Meneliti KASI MENYUSUN 
lakukan DESAIN&RAB 
gawasan Desain I+- GDM 

aksanmm &RAB 
I? 

~ KEGIATAN 

Fas-Kab Mensenifikasi 
Pekerjaan & 

Memeriksa SPJ 

MENETAPKAN 
..... RKPDUS 

(menuangkan kegiatan 
GDM kedalam RKPDus) 

SOSIALISASI 
GDM 

(Tim Koord. Kabupaten 
& Faskab) 

PENETAPAN 
GDM 

(Peraturan Bupati) 

GD~ 1 dibagi rnenjadi 4 (empat) tahap, yaitu Perencanaan, 
":..:::~.::::::z.:;c:'.-1,. ? ertanggungjawaban dan Evaluasi. 

BAB IV 
ALUR KEGIATAN 
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_ ··:1.sur Lembaga Kemasyarakatan Dusun; 
T - nsur Kecamatan. 

enetapan RKPDus 
-;....,.., penyusun RKPDus rnemilah kegiatan di RPJMDus yang akan 
_;~a...,ai oleh GDM, lalu dimasukkan kedalam RKPDus tahun yang 
bersangkutan sesuai dengan ketersediaan dana. 
Kegiatan GDM tidak boleh direncanakan dengan tahunjamak. 
Penetapan APBDus, dengan proses: 
2-.. Penyusunan RAPBDus- 

Sekretaris Dusun menyusun RAPBDus dengan memperhatikan 
RKPDus, kegiatan GDM yang terdapat didalam RKPDus, 
dialokasikan kedalam RAPBDus. 

o. E-\ aluasi RAPBDus oleh Carn.at; 

RAPBDus yang telah disusun oleh Sekretaris Dusun disampaikan 
kepada Carn.at untuk dievaluasi. Camat menetapkan hasil evaluasi 
Rancangan APBDus paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak 
diterimanya Rancangan Peraturan Dusun tentang APBDus. Rio wajib 
memperbaikinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

c. Penetapan APBDus 

Rio menetapkan APBDus yang telah diperbaiki sesuai dengan hasil 
evaluasi Carn.at. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi 
dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak disampaikan ke 
Cam.at maka APBDus berlaku dengan sendirinya. 

= 

Rio dan unsur Perangkat Dusun; 
Unsur BPD; 

::: 

.. pahaminya informasi GDM meliputi tujuan, kebijakan, pendanaan, 
rganisasi, proses, dan prosedur; 

dipahaminya mekanisme penyaluran dana GDM; 
·· sepakatinya waktu penyusunan Desain dan RAB kegiatan; 

disampaikannya hasil evaluasi pelaksanaan GDM yang telah 
berjalan sebelurnnya terutama berkaitan dengan sarana prasarana 
_ ·a... .... g telah dibangun; 

=-_ ... rta Sosialisasi Program terdiri dari: 

......... J,1- .... aiisasi Kegiatan GD. 
- ---· sasi Program rnerupakan sosialisasi awal tentang tujuan, 
· -=:~'1. prosedur pelaksanaan maupun hal-hal lain yang berkaitan 
- _ ngan GD 1. 

ialiasi dilaksanakan oleh Tim Koordinator Kabupaten dan Faskab 
::~, difasilitasi oleh Dinas . 

.:-- · _·ang diharapkan dalam Sosialisasi Program adalah sebagai 
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Re comendasi penyaluran tahap II diberikan setelah Rio melengkapi 

itetapkan, Kepala Seksi menyusun rincian RAB sesuai 
dengan - rugasnya, untuk kegiatan konstruksi harus disertai 
dengan G moar Desain dan denah lokasi konstruksi. 
Desain dan R.\B kegiatan GDM yang telah disusun disampaikan kepada 
Faskab untuk ctiteliti, dengan dilengkapi dokurnen-dokumen 
pendukung, seperti: 
a. RAB; 
b. Gambar Desain; 
c. Denah lokasi konstruksi; 
d. Penawaran harga dari toko/rekanan; 
e. Surat hibah dari masyarakat yang tanahnya dilalui konstruksi; 
Faskab meneliti desain dan RAB dan akan memberikan penilaian layak 
atau tidak, dalam hal penilaian Faskab adalah tidak layak maka Faskab 
akan memberikan pembinaan dan Kepala Seksi wajib rnemperbaiki 
sesuai dengan arahan dari Faskab. 

2. Pengajuan Permohonan Penyalurana Dana GDM 
Setelah Desain dan RAB mendapatkan penilaian layak oleh Faskab, 
maka Rio dapat rnengajukan permohonan penyaluran dana GDM 
kepada Bupati c.q. Kepala BPKAD melalui Kepala Dinas, 
Surat permohonan penyaluran dimaksud disampaikan dengan 
pengantar Camat. 
Camat dalam memberikan surat pengantar sebagaimana dimaksud 
diatas, terlebih dahulu meneliti kelengkapan dan kebenaran bahan 
permohonan penyaluran dari Rio. 

3. Pemberian Rekomendasi Penyaluran 
Penyaluran Dana GDM disalurkan setelah Rio mendapatkan 
rekomendasi penyaluran dari Kepala Dinas. 
Rekomendasi penyaluran Tahap I diberikan setelah Rio melengkapi 
bahan berupa: 
1) Surat Permohonan penyaluran dana GDM tahap I.; 
2) Peraturan Dusun tentang APB Dusun; 
3) Laporan Realisasi Pelaksanaan GDM tahun sebelumnya; 
4) Photocopy Surat Keputusan Rio ten tang Penunjukan Bendahara 

Dusun; 
5) Photocopy Surat Keputusan Rio tentang Penetapan Rekening Bank 

sebagai Kas Dusun; 
6) Photocopy buku/rekening koran Bank; dan 
7) Speciment tanda tangan dan paraf Rio beserta Bendahara Dusun; 
8) SK Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Dusun (PTPKD); 
9) Desain dan RAB kegiatan GDM; dan 
10) Surat kelayakan Desain dan RAB dari Faskab. 
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) on.an penyaluran dana GD 1 tahap II; 
2) Realisasi Pelaksanaan GDM Tahap I, yang memuat paling 

................... · ,.._,.·: telah terlaksana 80% dari dana tahap I; 
3) Pho ocopy Surat Keputusan Rio ten.tang Penunjukan Bendahara 

Du sun; 
4) Photocopy Surat Keputusan Rio ten.tang Penetapan Rekening Bank 

se bagai Kas Du sun; 
5) Photocopy buku/rekening koran Bank; dan 
6) Speciment tanda tangan dan paraf Rio beserta Bendahara Dusun. 

4. Penerbitan SP2D 
Kepala BPKAD menerbitkan SP2D setelah mendapatkan surat 
rekomendasi penyaluran dana GDM dari Kepala Dinas. 
Kepala BPKAD dapat menunda penyaluran dana GDM atas dasar surat 
rekomendasi penundaan penyaluran dana GDM dari lnspektorat, 
sebagai akibat dari adanya temuan oleh Inspektorat dalam penggunaan 
dana GDM dan harus diselesaikan oleh Rio. 
Setelah terjadi penundaan, Kepala BPKAD dapat kembali menyalurkan 
dana GDM setelah menenma surat penyelesaian temuan dari 
Inspektorat. 

5. Transfer dari RKUD ke Rekening Kas Dusun 
Rio mengambil langsung dokumen SP2D di BPKAD dan melakukan 
permohonan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umurn Daerah ke 
Rekening Kas Dusun dengan menyerahkan dokumen SP2D ke Bank 9 
Jambi Cabang Muara Bungo. 

6. Pelaksanaan Kegiatan GDM, dengan beberapa tahap, yaitu: 
1. Kepala Seksi melaksanakan dan menyusun SPP 

Setelah mendapatkan perintah dari Rio, Kepala Seksi melaksanakan 
kegiatan GDM sesuai dengan beban tugasnya. 
Seluruh kegiatan dari GDM harus didokumentasikan Kepala Seksi 
(pelaksana kegiatan) meliputi: 
a. Foto kondisi 0%, 50% dan 100% yang diambil dari sudut 

pengambilan yang sama khusus untuk kegiatan fisik/konstruksi. 
b. Foto yang memperlihatkan pelaksanaan kegiatan. 
c. Setiap foto harus diberikan catatan atau keterangan ringkas. 
Kepala Seksi menyusun dokumen SPP berdasarkan RAB dan 
kwitansi tagihan, agar bendahara membayar kegiatan yang telah 
dilaksanakan. 

2. Verifikasi Sekdus dan Persetujuan Rio 
Dokumen SPP yang telah disusun oleh Kepala Seksi disampaikan 
oleh bendahara kepada Sekdus untuk diverifikasi dan kepada Rio 
un tuk disetujui. 

3. Penarikan uang 
Setelah dokumen SPP disetujui oleh Rio, maka bendahara 

usan penarikan uang dari Rekening Kas Dusun sesuai dengan 

• - .. - 
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V.1. PENGENDALIAN 
Pengendalian GDM dilaksanakan oleh Tim Koordinator Kabupaten, Faskab 
dan Camat. 

Pengendalian dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan, 
evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak 
lanjutnya. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan 
GDM bertujuan: 
a. menjaga setiap proses GDM selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan 

kebijakan GDM; 
b. menjaga · ar wa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh 

- "' :.... :::::. s.._s dan mekanisme yang benar; 
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IV.5 EVALUASI 
Tim koordinator dengan mengundang Faskab dan Camat mengadakan 
musyawarah untuk mengevaluasi pelaksanaan GDM dalam satu tahun. 

Hasil dari evaluasi dapat dijadikan acuan untuk menyusun kebijakan baru 
dalam pelaksanaan GDM untuk tahun berikutnya. 
Evaluasi dalam GDM dapat dilakukan pada saat selesainya suatu tahapan 
kegiatan atau pada saat berakhirnya satu fase program. Tujuan evaluasi 
adalah untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan 
berikut kualitasnya, termasuk di dalamnya adalah kinerja para pelaku 
GDM. Sedangkan pada akhir program, evaluasi lebih ditujukan untuk 
melihat dampak program. Hasil dari pemantauan, pemeriksaan dan 
pengawasan dapat dijadikan dasar dalam evaluasi pelaksanaan program di 
dusun. Hasil evaluasi dapat dijadikan sebagai dasar upaya perbaikan 
terhadap kelemahan dan mengatasi hambatan yang terjadi 

IV.4 PERTANGGUNGJAWABAN 
Berdasarkan dokumen-dokurnen pengeluaran yang disusun oleh 
bendahara, Sekdus membuat laporan realisasi pelaksanaan GDM pada 
setiap tahapan, laporan realisasi tahap pertama sebagai acuan untuk 
disalurkan dana GDM tahap kedua, laporan realisasi tahap kedua sebagai 
acuan disalurkan dana GDM tahap pertama. 
Laporan realisasi disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas melalui 
Camat, yang selanjutkan direkap oleh Faskab untuk dilaporkan kepada 
Bupati. 
Pertanggungjawaban kegiatan GDM masuk didalam Laporan 
Pertanggungjawaban Akhir Tahun Rio dengan disertai dokumen-dokumen 
pendukung. 

- - :::: - - -a melakukan pembayaran atas kegiatan yang telah 
- csanakan sesuai dengan kwitansi tagihan. 



V.2. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN 
Pemantauan dan pengawasan adalah kegiatan pengumpulan informasi dan 
mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang dilakukan 
secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah 
dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Tujuan pemantauan dan pengawasan juga untuk mema.stikan pelaksanaan 
kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur GDM, serta melakukan 
identifikasi dan mengantisipasi timbulnya permasalahan. 
Pemantauan dan pengawasan adalah proses yang terus menerus dilakukan 
sepanjang tahapan GDM termasuk pelatihan, sosialisasi, perencanaan, dan 
pelaksanaan. Hasil dari kegiatan pemantauan dan pengawasan digunakan 
untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap 
pelaksanaan program maupun dasar pembinaan kepada pelaku GDM dan 
masyarakat. 
Dana GDM adalah bantuan keuangan dari Kabupaten, sehingga pemerintah 
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa GDM berjalan sesuai prinsip 
dan prosedur serta digunakan sebagaimana mestinya. 
Pemantauan pelaksanaan GDM dilakukan oleh Tim Koordinasi Kabupaten 
dan pengawasan dilakukan oleh Instansi teknis Kabupaten. 
Faskab bertanggungjawab melakukan pendampingan untuk memastikan 
pelaksanaan setiap tahapan kegiatan sesuai dengan rencana. 
Pcndampingan yang perlu dilakukan oleh fasilitator meliputi: 
a. pendampingan terhadap penerapan GDM. 
b. pendampingan erhadap pengelolaan dan penggunaan dana GDM. 
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c. mengendalikan pe aksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah 
ditentukan 

d. menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar 
memuaskan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, 

e. mengendalikan pemanfaatan dana GDM agar sesuai dengan yang 
direncanakan dan dikelola secara transparan. 

f. mengendalikan agar setiap pelaku GDM dapat menjalankan tugas dan 
tanggungjawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. 

Strategi dasar dalam pengendalian GDM adalah: 
a. semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan 

mampu memberikan umpan balik terhadap setiap proses dan kegiatan 
yang dilaksanakan, 

b. pelaku GDM di semua tingkatan menjalankan mekanisme pelaporan 
baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif 
termasuk temuan kendala dan masalah, 

c. harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan 
mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan 
kegiatan yang dilaksanakan, 

d. pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan 
pada setiap tahapan yang dilaksanakan. 

e. setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta 
menegakkan aturan dengan pemberian sanksi. 
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V.4. PENGELOLAAN PENGADUAN DAN MASALAH 
Pengaduan Masalah terhadap pelaksanaan GDM disampaikan oleh 
masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Dusun (BPD) sebagai 
pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Dusun. 
BPD wajib menihdaklanjuti. setiap pengaduan dengan meminta keterangan 
keoada Pemerintah Dusun terhadap pelaksanaan GDM. 

V.3. PELAPORAN 
Pelaporan GDM dilaksanakan oleh Faskab, dengan proses penyampaian 
data dan atau informasi mengenai perkembangan atau kemajuan setiap 
tahapan dari pelaksanaan program, kendala atau permasalahan yang 
terjadi, penerapan dan pencapaian dari sasaran atau tujuan GDM. 

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan GDM dilakukan berjenjang 
melaui Pemerintah Dusun, Kecamatan dan Kabupaten. 

Agar dapat diperoleh laporan yang lengkap dan informatif, maka materi 
yang disajikan minimal harus memperlihatkan 5 (lima) hal penting, yaitu: 
a. kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan; 
b. pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang 

dilaksanakan; 
c. gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan; 
d. target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan; dan 
e. kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya. 
Jenis Laporan terdiri atas: 
1. Laporan Bulanan; 
2. Laporan Per-Tahapan; dan 

3. Laporan Tahunan. 

c. pendampi aa.:" erhadap proses pe.assaaaan kegiatan termasuk 
pengelolaan dokumen dan administras i. 

Pemeriksaan fisik dan Keuangan dilaksanakan oleh pengawas internal yaitu 
Inspektorat Kabupaten serta pengawas eksternal yaitu BPK dan BPKP. 


